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ABSTRAK

Nama : Talita Rizkiyah La Yatashib Putri Effendi
NIM : 202010110311509
Judul : Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Berdasarkan Pemidaan Berbasis Keadilan
Pembimbing : - Ratri Novita Erdianti, S.H. M.H.
- Shinta Ayu Purnamawati, S.H. M.H.

Korupsi sebagai tindak pidana yang peristiwanya masih sangat tinggi di
Indonesia telah mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian yang bersifat
anggaran dan bersifat waktu. Tindak Pidana Korupsi Kini statusnya telah sejajar
dengan extraordinary crime berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida,
kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.Salah satu upaya pemerintah
dalam memberantas Korupsi tersebut yaitu dengan cara Perampasan Aset Hasil
Tindak Pidana Korupsi.Adapun fokus yang diteliti dalam peneliti ini yaitu tentang
Bagaimana Pemberlakuan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan dan Bagaimana Penyitaan Terhadap
Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Asas
Kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian-ini yaitu yuridis
normatif yang mana penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta
hukum yang berdasarkan norma hukum yang ada. Dari hasil penelitian yang
dilakukan di Indonesia Prosedur Penyitaan Aset di Indonesia pada saat ini diatur di
Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang — Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan
lebih lengkap terkait dengan Penyitaan Aset berada di Undang — Undang Nomor 20
Tahun 2001 Pasal 38B. Dengan pengaturan yang sudah ada tersebut Indonesia
masih memiliki berbagai kendala. Dengan adanya Perampasan Aset yang dilakukan
pada Proses Penyidikan memiliki tujuan agar Aset yang sudah disita dan/atau
diblokir oleh Jaksa tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan oleh tersangka.
Merampas hasil aktivitas ilegal dari para pelaku kejahatan dan mencegah mereka
menggunakan hasil kejahatannya, mematahkan finansial sindikat dan Kartel
kejahatan.

Kata Kunci : Korupsi, Perampasan Aset, Keadilan
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ABSTRACT

Name : Talita Rizkiyah La Yatashib Putri Effendi

NIM : 202010110311509

Tittle - Juridical Review of Asset Forfeiture of Criminal Offenders
Corruption Based on Justice-Based Corruption

Advicer : - Ratri Novita Erdianti, S.H. M.H.

- Shinta Ayu Purnamawati, S.H. M.H.

Corruption as a criminal act whose incidence is still very high in Indonesia
has resulted in the country experiencing many losses that are budgetary and time-
based. The Criminal Act of Corruption is now on par with extraordinary crimes
under the Rome Statute, namely the crimes of genocide, crimes against humanity,
and crimes of aggression. One of the government's efforts in eradicating corruption
is by means of Asset Forfeiture of Criminal Acts of Corruption.The focus examined
in this researcher is on How to Implement Asset Forfeiture of Perpetrators of
Corruption Crimes Based on Justice-Based Punishment and How the Seizure of
Corruption Criminal Cases in the Investigation Process Viewed from the Principle
of Expediency. The research method used in this study is normative juridical where
research is carried out by finding legal facts based on existing legal norms. From
the results of research conducted in Indonesia , the Asset Confiscation Procedure
in Indonesia is currently regulated in Law Number 31 of 1999 has been amended
into Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of
Corruption, more complete regulations related to Asset Confiscation are in Law
Number 20 of 2001 Article 38B. With these existing arrangements, Indonesia still
has various obstacles. With the Asset Forfeiture carried out in the Investigation
Process, it is intended that assets that have been confiscated and/or blocked by the
Prosecutor cannot be transferred and transferred by the suspect. Depriving
criminals of the proceeds of illegal activity and preventing them from using the
proceeds of crime, financially breaking crime syndicates and cartels.

Keywords : Corruption, Asset Forfeiture, Justice
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